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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat
kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan
buku Hukum Agraria di Indonesia yang ada di tangan pembaca se-
karang ini. Ditulis dengan tujuan untuk menambah referensi hukum
agraria di Indonesia karena masih sangat kurang para pakar dan
para penulis menulis buku tentang hukum agraria. Adapun hukum
agraria ini sudah menjadi matakuliah khususnya di fakultas hukum/
syariah di Indonesia baik pada jenjang strata satu maupun pada jen-
jang Strata Dua. Oleh karena itu, buku ini ditulis untuk memenubhi
kebutuhan tersebut sehingga penulisannya pun dilakukan dengan
menyesuaikan Rencana Pembelajaran Semester di masing-masing
perguruan tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka buku
ini ditulis menjadi beberapa bab sebagai berikut: Bab I Hukum; Bab
Il Hukum Agraria; Bab III Asas-Asas Hukum Agraria; Bab IV Hak Atas
Tanah; Bab V Konversi Hak Atas Tanah; Bab VI Hukum : "
an; Bab VII Hukum Tata Ruang; Bab VIII Pendaftaran
Landrefom; Bab X Badan Pertanahan Nasional; Ba
Hak Atas dalam Otonomi Daerah; Bab XII Reforma /

XIII Penyelesaian Sengketa Pertanahan. .

Pada kesempatan ini penulis berharap supa
tangan pembaca ini dapat memberikan man
bacanya. Aamiin...
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A. PENGERTIAN HUKUM

Sebelum menjelaskan definisi hukum menurut para ahli penulis
terlebih dahulu menjelaskan definisi hukum menurut kamus dan
definisi hukum secara umum. Pengertian hukum menurut KBBI
(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang
secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa
atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-
undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan
hidup masyarakat.

Hukum secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan
sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku
manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah ter]adlnya
kekacauan. Hukum menjadi pedoman bagi mas ‘
bertindak. Masyarakat juga berhak mendapat ke
lindungan hukum. Terdapat sanksi dan hukumar
melanggar hukum. ’

Adapun dalam pandangan masyarakat S
pengertian hukum yang sering diberikan kepﬁ'
1. Hukum diartikan sebagai hak yang dalam

pengertian yang lebih mengarah kepada pe

dalam berbagai bahasa sering disebut deng




ius. droit, diritto, derecho
Hukum diartikan sebagal undang-undang, yang dala,
merupakan pengertian yang mengarah kepada atury
dibuat oleh pembentuk undang undang ”“Riilasl)
berbagai bahasa disebut dengan istilah law, lex,

N

M hal 1y
Yang dllh

gesety, "099
ley.

Rerdasarkan definisi hukum di atas maka peny]js Menguys
definisi hukum menurut para ahli dengan tujuan SUpaya dapy,
memahami definisi hukum secara luas atau secara Universa| bukan,
hanya dari satu sudut saja akan tetapi dari berbagai sudyy Definis;
hukum menurut para ahli tersebut, yaitu:

1. Plato menjelaskan hukum merupakan sebuah peratyrap, yan
teratur dan tersusun dengan baik. Serta dapat mengikat ter.
hadap masyarakat ataupun pemerintah.

2. Utrecht menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk
hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib
masyarakat. Tata tertib tersebut harus dipatuhi masyarakat.
Jika melanggar maka akan menimbulkan tindakan dari
pemerintah.

3. Van Kan menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan
peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi
kepentingan masyarakat.

4. Hans Kelsen, menjelaskan bahwa hukum adalah sebuah sistem
norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek

“seharusnya” atau das sollen dengan

 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, (Bogor: Ghalia lndonnﬁ, 20
* Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum
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Ahmad Ali menjelaskan bahwa hukum merupakan norma yang

mengatur yang benar dan mana yang salah. Pembuatannya

dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk tertulis dan tidak

tertulis. Memiliki ancaman hukuman jika melanggar norma

tersebut.

E.M. Meyers menjelaskan, hukum adalah aturan-aturan yang

mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan un-

tuk bertingkah laku manusia. Selain itu juga dapat menjadi

acuan pedoman bagi pemegang kekuasaan negara.

S.M. Amin menjelaskan, hukum adalah sekumpulan aturan

yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang memiliki tuju-

an untuk menertibkan pergaulan dalam suatu masyarakat.

Sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.

Aristoteles menjelaskan bahwa hukum adalah tidak hanya
kumpulan aturan yang dapat mengikat masyarakat saja tetapi
juga kepada pemegang hukum.

Imanuel Khant menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan
peraturan yang dibatasi oleh hak orang lain. Maka dari itu,
setiap orang harus menghargai hak maupun kewajiban orang
lain selama tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum adalah karya
manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk
tingka laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak
manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina
dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama
hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh
masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa

ide mengenai keadilan.’?
Leon Duguit menjelaskan bahwa hukum adalah aturan

pelakunya.

daMedia Group, 2008), hlm. 58.

* Satjipto Rahardjo dalam Muhamad Sadi Is, Pengantar Iimu Hukum, (Jakarta: Ken

daMedia Group, 2015, hlm. 52.
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12. M. SadiIs menjelaskan bahwa hukum adalah seluruh Peraturyy,
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaky g;
dalam masyarakat dengan tujuan memberikan rasg keadilap,
bagi seluruh lapisan masyarakat secara profesional,

B. FUNGSI HUKUM
Joseph Ras mengemukakan terdapat dua jenis fungsi hUkum,
yakni fungsi hukum langsung, dan fungsi hukum tidak langsung
Fungsi hukum langsung tersebut kemudian dikelompokkan mep,.
jadi dua yaitu: yang bersifat primer dan yang bersifat sekunder,
Termasuk yang bersifat sekunder antara lain pencegahan perby;.
tan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertenty
Adapun yang bersifat sekunder antara lain: prosedur bagi peruba-
han hukum dan pelaksanaan hukum. Adapun fungsi hukum tidak
langsung menurut Joseph Raz memperkuat atau memperlemah ke-
cenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu, seperti
kesucian hidup, memperkuat atau memperlemah penghargaan
terhadap otoritas tertentu di dalam masyarakat dan memengaruhi
perasaan kesatuan nasional.*
Berdasarkan teori fungsi hukum, secara garis besarnya fungsi
hukum ada 4 (empat) sebagai berikut:
a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masya-
rakat;
b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan
sosial lahir batin; ;
Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pemb angur
d. Fungsikritis dari hukum, yaitu daya kerja hukum
mata melakukan pengawasan pada aparatur f
termasuk di dalamnya.

0

2019), hlm. 114.

4
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akibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian
hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat.
Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-per-
aturan umum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum.
Agar supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam
masyarakat, maka kaidah-kaidah termaksud harus ditegakkan
serta dilaksanakan secara tegas.s

Kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan
kepastian dalam hukum itu sendiri. Hal ini tidaklah berarti bahwa
kepastian hukum harus terwujud dalam peraturan-peraturan
belaka, akan tetapi mungkin juga terwujud di dalam keputusan-
keputusan pejabat-pejabat yang berwenang. Sebab, di dalam ke-
adaan yang nyata, maka hukum semata-mata berupa keputusan,
sedangkan dalam keadaan berlakunya, maka hukum semata-mata
merupakan peraturan.®

Kemudian baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang
tidak tertulis mempunyai fungsi antara lain:

1. Fungsi Hukum sebagai Standard of Conduct

Fungsi hukum sebagai standard of conduct yakni sandaran atau
ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam
bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lainnya.

Code of conduct dapat disebut sebagai hukum etika dan ber-
posisi justru di atas hukum positif. Hukum etika tersebut dapat
bermacam-macam disesuaikan dengan ruang lingkup dan kondisi
yang berlaku, sebagai contoh, ada code of conduct dalam perusahaan,
code of conduct rumah sakit, code of conduct lembaga pendidikan,
dan sebagainya. Jadi, code of conduct yang dimaksud tidak berlaku
umum hanya untuk kalangan tertentu saja (sehingga bu k
positif). - A

him. 38.
5 J.H.A. Logemann, Over de Theorie van de Stellig Staatrecht, Penerbit d

Jakarta, 1954, him. 23-24.
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sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah
baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyar atg lg'abih
katnya hukum sebagai rekayasa sosial dapat djpahami I;’Slng.
hukum merupakan instrumen bagi pelaksana i yan a'}.“’"a
nakan untuk merubsh perilalu masyarakat seperti yang gres 8%
dan diinginkan oleh hukum. pkay
Satjipto Rahardjo menjelaskan Iangkah-langkah SiStenm
yang harus diambil untuk mewujudkan fungsi hukum ebaga; :ltls
rekayasa sosial, yakni sebagai berikut: at
a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baikn
dalamnya mengenali dengan saksama mas
menjadi sasaran dari penggarap tersebut.
b. Memahami nilai-nilai yang ada di dalam mas
penting dalam hal social engineering hendak diterapkan Pa-
da masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, e.
perti tradisional, modern, dan perencanaan, pada tahap in; g;.
tentukan nilai-nilai pada sektor mana yang dipilih,
¢. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling
layak untuk dilaksanakan.
d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek.
efeknya.

HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Yarakat yang hen d ak

Yara.kat, ha_l lni

3. Fungsi Hukum sebagai A Tool of Social Control

Fungsi hukum sebagai a tool of social control yakni hukum
berperan dalam mengendalikan masyarakat agar di dalam per-
gaulannya tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang
telah ditetapkan. Atau dengan kata lain sebagai alat unt:
ngontrol tingkah laku dan perbuatan m
melakukan perbuatan yang melawan “
susila. Hukum sebagai pengendali sosial
dalam menjalankan fungsinya te
pranata sosial lainnya yang juga m:
dalamhalinimemili}df\mgﬁ or]
bersifat informal.

Ahmad Ali mengemukakan hal pa
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a. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial dapat dijalankan
oleh suatu kekuasaan terpusat yang dewasa ini terwujud
kekuasaan negara, yang dilaksanakan oleh the rulling class
tertentu atau suatu elite. Hukumnya biasanya berwujud hukum
tertulis atau peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi hukum sebagai pengendali sosial dapat dijalankan dari

bawah oleh masyarakat itu sendiri. Bentuk hukumnya biasanya
tidak tertulis atau hukum kebiasaan ?

Demi bekerjanya fungsi hukum sebagai kontrol sosial terdapat
dua faktor yang sangat menentukan yakni faktor hukum itu sendiri
di mana dalam hal ini termasuk materi atau substansi hukum yang

berlaku di dalam masyarakat. Faktor lainnya adalah penegak atau
pelaksana hukum.

4. Fungsi Hukum sebagai As A Facility on of Human
Interaction

Fungsi hukum sebagai as a facility on of human interaction
yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban,
tetapijuga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara mem-
perlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong
untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.®

Demikian fungsi-fungsi hukum di atas, diharapkan terwujud-
nya ketertiban, keteraturan, keadilan, dan perkembangan hukum
agar terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum
dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan
hukum dalam kehldupan sehari- han sehlngga hukum d1taat1 dan

ngan perkembangan zaman dan dinamika kehi

Dengan demikian, muncullah tuntutan
sifatnya, yaitu keharusan adanya peraturan. Apz
sebagai tuntutan, maka tuntutan berupa adanya kepas

” Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Kencana-PrenadaM
® Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, cetakan ke-3, (Jaka
Group, 2009), hlm. 3.
° Pipin Syarifin, Pengantar Iimu Hukum, (Bandung: Pustaka Seti ]
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Kaharusan akan adanya peraturan dalam masyari.ikat merupakyy,
syarat pokok untuk adanya kepastian hu@m sehingga peratyrgy,
merupakan kategori tersendiri yarfg jcldak bersumber kepady
ideal maupun kenyataan. Yang menjadi sasaran buk..anlah untyk
menemui tuntutan ide-ide atau pertimbangan filsafati, juga bugy,
tuntutan praktis sehari-hari melainkan tuntutanagar peraturanny,
ada.” .

Terlaksananya fungsi hukum salah satunya terciptanya ke.
pastian hukum di dalam masyarakat. Dengan terciptanya kepas.
tian hukum dalam masyarakat terutama masyarakat Pemegang
hak milik atas tanah, sehingga dapat memberikan perlindungap
hukum bagi masyarakat pemegang hak milik atas tanah.

5. Fungsi Hukum sebagai Simbol

Arnold menjelaskan fungsi hukum sebagai simbol adalah
memberi istilah sederhana terhadap peristiwa-peristiwa ter-
tentu di dalam masyarakat sehingga dapat dimengerti secara
konkret dan menyeluruh. Perbuatan pencurian sebagaimana
dicontohkan di atas harus memenuhi semua rangkaian peristiwa
yang ditetapkan oleh hukum sebagai unsur-unsur pidana pen-
curian yakni: mengambil barang milik orang lain, dengan mak-
sud memiliki dan secara melawan hukum. Bilamana salah satu
peristiwa tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukan
pencurian. Apabila, seseorang menguasai barang milik orang lain
tidak dengan cara melawan hukum, kemudian ada niat untuk
memiliki, maka rangkaian itu juga memenuhi simbol hukum yang
lain yakni penggelapan.” »

6. Fungsi Hukum sebagai Political Instre
Pandangan bahwa aturan tidak
sekali dari pOl.ltlk, bukan hanya pandang:
sosiologis, namun bahkan pencipta “the pi |
Kelsen mengemukakan bahwa: “pemisal
gas sebagaimana dituntut oleh ajaran mu

"'ChainurAnujid, mmh" ; I , .
"' Hamzarief Santaria, Op. cit, him. 121-122
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nya berkaitan dengan ilmu aturan, bukan dengan objeknya, yaitu
aturan, dengan tegas dikatakan bahwa hukum tidak dapat dipi-
sahkan dengan politik."

pembahasan hukum sebagai alat politik pada dasarnya mem-
pertegaskan bahwa hukum itu tidak otonom. Salah satu hal yang
sangat berpengaruh terhadap hukum adalah persoalan politik.
Fungsi hukum sebagai alat politik Mac Iver membagi dua jenis
hukum, yakni hukum yang mengendalikan negara dan hukum
yang dikendali oleh negara. Hukum jenis pertama merujuk pada
konstitusi, sedangkan jenis hukum yang kedua adalah semua hu-
kum selain konstitusi (ordinary law). Oleh karena itu, Mac Iver
memaklumi bahwa hukum, dalam hal ordinary law merupakan
sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengatur ne-
gara. Akan tetapi, hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan
konstitusi.?

7. Fungsi Hukum sebagai Integrator

Fungsi hukum sebagai pengintegrasian pada dasarnya hanya
berkaitan dengan fungsi hukum ketika terjadi konflik atau
sengketa di dalam masyarakat. hal tersebut sesuai dengan teori
yang dikembangkan oleh Harry C. Bredemeier yang menempatkan
pengadilan sebagai sarana yang paling utama dalam menyelesaikan
konflik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kecenderungan pemi-
kiran yang menganut sistem hukum common law yakni pengadilan
dianggap sebagai pusat dari setiap proses hukum.?

Berdasarkan penjelasan fungsi hukum di atas, maka menurut
Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan
yang dilindungi oleh hukum yang klasifikasikan atas tiga kategori
pokok yang dapat diperinci lebih lanjut atas kepentingan-ke-
pentingan yang lebih diperinci yaitu:

1. Kepentingan umum (public interest). Kepentingan-kepentingan

umum yang paling utama, yaitu: e

a. Kepentingan-kepentingan darinegarasebagaibadan hukum

dalam mempertahankan kepribadian dan substansin a;

"2 Ibid., hlm. 122,
" Ibid., hlm. 124-125.
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b. Kepentingan-kepetingan dari negara sebagaj Penjagy |,

pentingan-kepentingan masyarakat. &
2. Kepentingan masyarakat (social interest). Kepentingan_ke
tingan masyarakat yang paling utama, yaitu:

a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan Umupm,
mencakup kepentingan bagi perlindungan hukum bagi
keamanan dan ketertiban, tentang kesehatan dap kesejah_
teraan, tentang jaminan bagi transaksi-transaksj dan
pendapatan atau penghasilan;

b. Kepentingan masyarakat dalam jaminan bagj lembag,.
lembaga sosial yang meliputi perlindungan bagi hubungap,.
hubungan kerumah-tanggaan, lembaga-lembaga politik
dan ekonomi yang telah lama diakui dalam ketentuap.
ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinay,
atau perlindungan keluarga sebagai lembaga sosial;

c. Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan/moral me.
nyangkut perlindungan masyarakat terhadap kerusakap
moral;

d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-
sumber sosial. Terutama kepentingan di bidang hukum
pertanahan;

e. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, yaitu
tuntutan atau keinginan dalam masyarakat beradab agar
daya kekuatan manusia berkembang ke arah yang lebih
tinggi dan sempurna;

f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara
individual, yaitu tuntutan atau keinginan yang berkaitar
dengan kehidupan sosial dalam masyarakat
tiap-tiap orang dapat hidup layak sebag
dengan ukuran-ukuran masyarakat |

3. Kepentingan pribadi (private interest). Tiga
pribadi, yaitu: |

a. Kepentingan-kepentingan kepribat
meliputi perlindungan terh:
kemerdekaan kehendak,

Pen-

Inj
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rahasia-rahasia pribadi, kemerdekaan keyakinan agama
dan kemerdekaan pendapat;

b. Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga.

Kepentingan ini terutama mengenai perlindungan hulkurm
bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga dan
hubungan hukum antara orang tua dengan anak;
Kepentingan-kepetingan subtansi. Kepentingan ini meli-
puti perlindungan terhadap harta benda (perlindungan
terhadap hak milik atas tanah), kemerdekaan pergantian
mewaris dalam penyusunan surat wasiat, kemerdekaan
industri dan membuat kontrak, serta pengharapan legal
atas keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh.”

T,

Secara terperinci, maka fungsi hukum dalam perkembangan

masyarakat terdiri dari:

a.

" Ibid., him. 129.

Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam
arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik,
dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan
tertib dan teratur.

Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan
batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan,
maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti
dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar,
dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman
sanksi bagi pelanggarnya.

Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan
memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan
pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk
membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci sim- g
yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum,
siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang
tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi negara.
Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam pe
ketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan
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kum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata,

f Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikay, diry
dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu denga, oan
merumuskan kembali hubungan-hubungan esensjal antar,
anggota-anggota masyarakat.'

C. TUJUAN HUKUM

Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke-4 Pem.
bukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahyp,
1945, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk
membentuk suatu pemerintahan negaraIndonesia yang mdindungj
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indones,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan
kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosia] 7

Menurut teori campuran, Mochtar Kusuatmadja mengemu-
kakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban,
Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya ma-
syarakat manusia yang teratur. Di samping itu, tujuan lain hukum
adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya me-
nurut masyarakat dan zamannya.'®

Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep
umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang
menggunakan sistem hukum civil law dan living law, yakni keadilan,
kemanafaatan dan kepastian. Namun yang lebm;mtr corak
legalistik yang menekankan pada aspek tel ng
berorientasi pada kepastian. Dengan demik
suatu hukum harus memiliki tujuan yang
unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepas
ganya merupakan syarat imperatif ya
unsur dan/atau dua unsur lainya yang 1

Gustav Radbruch menjelaskan ko
hukum, yang oleh sebagian pakar di

1% R. Soeroso, Pengantar [Imu Hukum, (Jakarta: Sinar Graf

"7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sutau Peng
18 Thid. o

12
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pukum. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah keadilan, keman-
faatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur ini merupakan tujuan
hukum secara bersama-sama, vaitu keadilan, kemanfaatan, dan

kepastian hukum.”

1. Keadilan Hukum
Keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan
cering menjadi fokus utama darisetiap penegakan hukum. Meskipun
yeadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga di se-
panjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran
yang pasti dan makna yang sebenarnya dari keadilan. Kanter
menjelaskan bahwa adil pada hakikatnya memberikan kepada siapa
saja yang menjadi haknya. Karena pada hakikatnya semua orang
sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasar ialah
Leadilan perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam
situasi yang sama. Jadi, keadilan mengungkapkan kewajiban untuk
memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang
berada dalam situasi yang sama untuk menghormati hak semua
pihak yang bersangkutan.® Oleh karena itu, Jimly Asshiddigie
menjelaskan bahwa keadilan adalah pemenuhan keinginan indi-
vidu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar
adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.*
Aristoteles telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan.
la menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan
hubungan antarmanusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti.
Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu
yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan
berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian
yang semestinya.” _
john Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdap,a_\;'?" :
(dua) prinsip keadilan sebagai berikut: s
a. Prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-

s Gustay Radbruch, dalam Muhammad Taufiq, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Bir¢

Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), him. 2.
# Kanter dalam Muhamad Sadi Is, Etika & Hukum Keschatan Teori dan Aplikasinya di

(Jakarta: Kencana-PrenadaMedia, 2015), hlm. 144.
! Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum,
“ Aristoteles dalam Darji Darmodihardjo dan Sidharta, Op.

(Jakarta: Konstutusi Press, 2012),
cit, him. 156,
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dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi;

b. Prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dap ekonomi
masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang Perbedagy,
tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang =

Rawls mengemukakan teori “posisi asli” (original Position),
yang mana “posisi asli” merupakan suatu situasi awal yang Wajar
di mana dapat dipastikan bahwa segala RESEPakatan-kesepakatan
mendasar yang dicapai dalam komunitas tersebut adalah adil
Rawls menyakini adanya 2 (dua) prinsip keadilan dalam “posisi
asli”, namun lebih lanjut dikembangkan menjadi sebagai beriky;.
a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan men-

dasar yang harmonis dengan kebebasan yang sama yang di-

miliki oleh orang lain.

b. Perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi akan dikelola sede.
mikian rupa sehingga: (i) perbedaan-perbedaan tersebut gj.
harapkan dengan alasan yang wajar dapat memberikan keun-
tungan bagi setiap orang dan (ii) perbedaan-perbedaan tersebyt
dapat dipantau dari posisi-posisi dan jabatan-jabatan yang ter-
buka untuk umum.*

Adapun menurut L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “ke-
adilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan,
keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian
yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus
ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil
bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hid
secara damai jika ia menuju peraturan yang ac
di mana terdapat keseimbangan antara.
yang dilindungi, dan setiap orang me
yang menjadi bagiannya.* b

Noah Websteer mengatakan ke
umum tentang kelayakan (fairnes

“ John Rawls, “A Theory of Justice (1972)" dal

Hukum Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Inde
* Ibid,, him. 468. )
“ LJ. Van Apeldoor, Pengantar fimu Hulk

1993), him. 11. :

14
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untuk mempertahankan apa yang benar (right), adil atau sesual
hukum.*

Keadilan menurut filsuf lerman Schopenhuear bahwa hal
yang paling penting inti dari suaty keadilan adalah prinsip ne-
minem laedere, yaitu prinsip untyk menghindari tindakan yang
menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang
Jain.”’

Henry Campbell Black Mmengatakan keadilan itu sebagai pem-
bagian yang konstan dan terus-menerys untuk memberikan hak
setiap orang.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi indikator
adil antara lain dapat diwujudkan melalui:
a. Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;

b. Terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan
profesional;

c. Terwujudnya keadilan gender:
d. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber

daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya
praktik monopoli.?

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam
sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum
terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya
sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi
hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat
untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi
perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran
yang hendak dicapai.*

* Noah Webster, Webster’s New Universal Unabrigded Dictinoary, (New
1979), him. 618, 993. ,

“ Edgar Bodenheimer, Treatise on Justice, (New York; Philosophic

* Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (Minnesota, L
hlm. 1002. o

* Winda Wijayanti, Eksistensi Undang-Undang sebagai Produk .
Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5
Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, him. 187.

*’ Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian

York, USA: §
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untuk mempertahankan apa yang benar (

right), adil atau sesuai
hukum.?

Keadilan menurut filsuf jerman Schopenhuear bahwa hal
yang paling penting inti dari suaty keadilan adalah prinsip ne-
minem laedere, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang
menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang
lain.”’

Henry Campbell Black mengatakan keadilan itu sebagai pem-
bagian yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan hak
setiap orang.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi indikator
adil antara lain dapat diwujudkan melalui:
a. Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;

b. Terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan
profesional;

Terwujudnya keadilan gender;
d. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber

daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya
praktik monopoli.?

0

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam
sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum
terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya
sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi
hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat
untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi
perlindungan kepentingan manusia, hukum meqm_ux}ym§asam
yang hendak dicapai.® QT ——

% Noah Webster, Webster’s New Universal Unabrigded
1979), him, 618, 993.
# Edgar Bodenheimer, Treatise on Justice, (New York; Ph

“ Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary,
him. 1002.

* Winda Wijayanti, Eksistensi Undang-Unda
Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitust Nom
Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 187.

* Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, |
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Kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin me
jamin kebahagian yang terkesan bagi manusia dalam jumlap ok :
sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori inj pe I‘tujuag
hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan ataﬁ
kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banya Peno.
amat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah Sehinggga
Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan 3 (tiga) ol
yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadi].
adilnya hal-hal yang konkret.

2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karenj ity
isinya bersifat umum.

3. Sangatindividualistis dan tidak memberi pada perasaan hukyp,
seorang.

Dalam hal teori utilitarianisme merupakan aliran yang mele.
takan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran
kemanfaatan hukum yaitu kebahagian yang sebesar-besarnya
bagi orang-orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya huy.
kum tergantung apakah hukum mampu memberikan karena utili-
tarianisme meletakan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari
hukum, sehingga diharapkan budaya hukum mempunyai korelasi
dalam pembentukan hukum.”

Aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan
hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-ba-
nyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebaha-
giaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau
adil-tidaknya suatu hukum bergantung kep:
itu memberikan kebahagiaan kepada manusi:
demikian, berarti bahwa setiap penyusun:
aturan perundang-undangan) sehz
hatikan tujuan hukum, yaitu untuk mem
banyak-banyaknya bagi masyarakat.

* Muhamad Erwin. Filsafar Hukum: Refleksi Kritis terhads
him. 179. Lihat juga H. R. Otje Saiman, Filsafiat &
Refika Aditama, 2010), him. 44.

16
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3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkem-
bangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke
19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif
yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara
dan/atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan
perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur
atau berisi tentang ketentuan-ketenatuan umum yang menjadi
pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa
adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan
tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.

Peter Mahmud menjelaskan kepastian hukum sebagai berikut:
Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat
mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh negara terhadap individu.>

Kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling me-
ngait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan
yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan
individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah ke-
percayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan
individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu
akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan kon-
sistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum me-
rupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama _.:
untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan .-‘ ‘
kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedo:
perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwakep
hukum memiliki 2 (dua) segi yaitu dapat ditentukannya h
dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini ber

* Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., 2008, hlm.136 il : -l
* Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum  Perjanjia
Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 208.
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pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang Menjad;
hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan
perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim
Gustav Radbruch terdapat 2 (dua) macam pengertian kePaStian,
yaitu, kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukur,
dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak
kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang bergung
Kepastian hukum oleh karena hukum, memberi 2 (dua) tugas hy.
kum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus
tetap berguna. Adapun kepastian hukum dalam hukum, tercapaj
apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pe-
ngertian, yaitu pertama; adanya aturan yang bersifat umum mem-
buat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak
boleh dilakukan, dan kedua; berupa keamanan hukum bagi individy
dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan
yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang
didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum
yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom
yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak
lain sekadar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat
umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau
kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.>®

Kepastian hukum merupakan suat
kum harus dijalankan dengan cara yan;

* Herlien Budiono dalam A. Madjedi Hasan, Ko
Kepastian Hukum, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009}
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maka disitulah hukum berlabuh.”

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan
terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum
yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya
sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum
masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut
hukum. Tanpa ada kepastian hukum, maka orang akan tidak tahu
apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar
atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian
hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas
dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.
Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya,
subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi,
kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai
elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan
sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas
manfaat dan efisiensi.

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan hukum di atas, maka
penulis membuat tabel tujuan hukum dari berbagai tujuan hukum
dari perspektif teori-teori hukum.

¥ Awaludin Marwan, Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum, (Yogyakarta:
Rangkang Education, 2010), hlm. 24. .
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Tabel 1. Teori Tujuan Hukum

Teori Klasik a. Teori Etis

Tujuan hukum semata-mata urma )

b. Teori Utilitas

juan hukum B
Tujuan semata-mata untuk

¢ Teori Legalistik

mewujudkan kemanfaatan (utility),
T@mhﬂnmﬂ;“

Teori Modern a. Teori Prioritas Baku

sumber: Acmad Ali, Menguak Teor Hukum (legal theory) dan Toeri Prradilan (Judiclal Prudence) Termasuk
Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana PrenadaMedia. 2009, him. 213,
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